DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdullah, Faisal. Manajemen Perbankan. Cetakan Ketiga, UUM Press.
Malang. 2005.

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
Anshori, Abdul Ghofur. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2010.

Bassar, M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam KUHP. CV.
Remaja Karya Bandung. Bandung. 1984.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. RajaGrafindo Persada.
Jakarta. 2002.

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Cetakan Ketiga.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.

Hanitijo, Soemitro Ronny. Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.
Jakarta. 1995.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
2006.

armansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada

Media Group. Jakarta. 2011.



Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan Kedua,
Kencana. Jakarta. 2006.

Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyu
Media. Malang. 2018.

llyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAPIndonesia. Yogyakarta. 2012.

Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian
Dua. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. Tanpa Tahun.

Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Edisi Revisi 2014, PT. RajaGrafindo
Persada. Jakarta. 2014.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya
Bakti. Bandung. 1997.

Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1987.

Abdullah, M. dan Ruben Ahmad. Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.
Jakarta. 1983.

Neloe, E. C. W. Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi.
Verbum Publishing. Jakarta. 2012.

Otoritas Jasa Keuangan. Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana
Perbankan. Jakarta. 2017.

. Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana

Perbankan. Jakarta. 2021.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2015.



Priyanto, A. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi di Indonesia. CV. Utomo. Bandung. 2004.

Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Kelima. Lembaga.
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.

Steinman, Martin dan Gerald Willen. Metode Penulisan Skripsi dan Tesis.
Angkasa. Bandung. 1974.

Sudarto. Hukum Pidana Jilid 1 A-B. Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang. 1975.

Usfa, A. Fuas, dkk. Pengantar Hukum Indonesia. UMM Press. Universitas
Muhammadiyah Malang. 2004.

Van Bemmelem. Hukum Pidana Hukum Pidana Material Bagian Umum.
Binacipta. Jakarta. 1984.

Veithcal dan Rivai. Bank and Financial Institute Management. PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2007.

. Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan

Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasababh,
Praktisi dan Mahasiswa. Kharisma Putra Utama Offset. Jakarta. 2008.
Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT Nusantara
Persada Utama. Tangerang Selatan. 2017.
Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 127)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5253)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas
Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset
Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September
2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan Lampirannya

Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017
tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon.



Jurnal llmiah

Agustini, N. L. W. K., dkk. Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah
yang Identitasnya Dipakai Tanpa lzin dalam Kredit Fiktif. Kertha
Semaya. Journal llmu Hukum. 2018.

Cahyono, H. A. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam
Pemberian Kredit Bank. Jurnal Syntax Admiration. 2022.

Faridah, Hana. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan
Undang-Undang Perbankan. Jurnal Hukum Positum Vol. 3, No. 2.
2018.

Hanafi. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum. Vol.
6. No. 11. 1999.

Malau, Mastina Hotma Bertalia, dkk. Analisis Putusan Hakim dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana
Narkotika (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2017/PN. Jpa). PATIK:
Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 01. 2018.

Mulyati, Etty. Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian.
Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1. 2018.

Nurwahjuni dan Abd Shomat. Four Eyes Principles dalam Pengelolaan Risiko
Kredit Pada Bank. 31 Jurnal Yuridika 273. 2017.

Podung, Dutisa Monica. Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian

dalam Perbankan. Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar. 2016.



Prabowo, Bisma Aji. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam
Menjadikan Hak Pakai atas Los Pasar Sebagai Benda Objek Jaminan
pada Perjanjian Kredit di PD BPR Bank Purworejo. Dspace UlI. 2019.

Saraha, S. M. Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai
Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Et
Societatis. 2019.

Tampubolon, P. T. Peranan dan Upaya OJK Sebagai Penyidik dalam Tindak
Pidana Perbankan dalam Bidang Usaha yang Berkaitan dengan Kredit
Fiktif Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan. Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara.
2019.

Sumber Lain

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-
kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-
Tindak-Pidana-Perbankan/ diakses pada tanggal 12 September 2022
pukul 20:00.

Sambikakki, M. M. 1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus
Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan
Nomor 2722 K/PDT/2014. Doctoral Dissertation, Ull. Yogyakarta.

2020.



